
 

 

 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI 

HASIL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA 

PEGAWAI 
 

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHRA PRATHAMY 
 

20190070066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
 

FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA 
 

SUKABUMI 
 

AGUSTUS 2023 



 

 

 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN 

DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA PEGAWAI (Studi Kasus 

Pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022) 

 
 
 

 

SKRIPSI 
 
 
 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh 
 

Gelar Sarjana di Program Studi Akuntansi 
 
 
 
 
 

 

ZAHRA PRATHAMY 
 

20190070066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
 

FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA 
 

SUKABUMI 
 

AGUSTUS 2023 
 

 

ii 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skripsi ini kutujukan kepada: 
 

Orang tua dan adik-adik tercinta 
 

Keluarga 
 

Guru-guru 
 

Sahabat 
 

Dan seluruh pihak yang telah menjadi saksi perjalanan hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

 

This research was conducted with the aim of knowing the effect of Regional 

Original Income, Profit Sharing Funds, and General Allocation Funds on 

Personnel Expenditure at the Sukabumi City Government in managing the Regional 

Revenue and Expenditure Budget (APBD) with a period of 12 (twelve) budget 

periods from 2011 -2022. The data used in this study is secondary data originating 

from the Budget Realization Report (LRA) for the City of Sukabumi in the form of 

data on the realization of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund 

(DBH), General Allocation Fund (DAU) and Personnel Expenditures. The 

analytical method used is multiple linear regression analysis using the SPSS 25 

program. The results of the study show that partially Own Regional Income and 

Revenue Sharing Funds do not affect Personnel Expenditure, while the General 

Allocation Fund has an effect on Personnel Expenditures. Simultaneously Local 

Own Revenue, Profit Sharing Funds, and General Allocation Funds jointly affect 

Personnel Expenditures. 

 
 

Keywords: Local Own Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, 

and Personnel Expenditures. 
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ABSTRAK 
 
 
 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kurun waktu 12 (dua belas) 

periode anggaran dari tahun 2011-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggara (LRA) Kota 

Sukabumi berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Pegawai. Metode analisis yang 

digunakan ialah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program 

SPSS 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai, 

sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Secara 

simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. 

 
 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Belanja Pegawai. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

cukup pesat. Berlandaskan informasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi yang bagus. Pada triwulan 

IV 2022, kemajuan ekonomi Indonesia tercatat dalam keadaan yang meningkat 

yakni 5,01% (year on year) di tengah pertumbuhan ekonomi global yang menurun 

(Yuwono & RI, 2023). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 
 

Sumber: (Yuwono & RI, 2023) 
 

Berdasarkan gambar di atas, menunjukan bahwa kemajuan ekonomi global 

akan mengalami penyusutan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Sedangkan Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap 

mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 2 Diagram Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
 

Sumber: (Yuwono & RI, 2023) 
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Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
 

Sumber: (Yuwono & RI, 2023) 
 

 

Menurut Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c) kemampuan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2022 menguat dibandingkan dengan tahun 2021. Kemajuan 

ekonomi tahunan ini kembali menempati predikat 5% seperti sebelum pandemi. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung dengan adanya organisasi sektor 

publik yang mencakup lembaga pemerintah. Pemerintah daerah merupakan 

organisasi sektor publik yang mengatur segala bentuk kegiatan pemerintah daerah 

yang di dalam nya memuat rencana pembangunan berjangka. 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program wali kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan 

lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pemerintah Kota Sukabumi 

memiliki visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota 

Sukabumi tahun 2018-2023. Visi yang memuat tujuan wali kota yaitu terwujudnya 

Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera, serta misi yang mendorong 

dari visi tersebut yaitu: 
 

(1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, kreatif, 

dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial, 
 

(2) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan 

lingkungan, 
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(3) Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, 

ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, 

dunia pendidikan dan daerah sekitar, 
 

(4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

inovatif. 
 

Sehingga dari visi dan misi nya tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi 

memiliki skala prioritas dalam program pembangunan daerah, seperti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 4 Skala Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi 

Sumber: (Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021, 2021) 

 

RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 juga merupakan instrumen 

pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Upaya untuk mencapai target 

pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan dan disepakati tentunya melibatkan 

seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, dengan 

mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha. 

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja 

pembangunan. 
 

Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi dengan 

melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN 

pada rancangan awal RKP tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional 
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untuk tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan tahun 2021. Keberhasilan 
 

RPJMD didukung dengan adanya kemampuan daerah dalam mengelola 
 

keuangannya.  Menurut  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia 
 

Nomor 62 Tahun 2017, 2018) kemampuan keuangan daerah adalah: 
 

“klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan 

keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar 

perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan 

dana operasional pimpinan DPRD”. 
 

Kemampuan keuangan daerah merujuk pada suatu daerah dalam mengelola 

sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan, 

menyediakan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kemampuan keuangan daerah melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, 
 

dan asset yang dimiliki oleh daerah tersebut. 
 

Kemampuan daerah menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018) bagi kabupaten/kota ini dibagi menjadi 3 
 

kategori: 
 

Tabel 1. 1 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah  
 

Kemampuan Keuangan Daerah 
 

Tinggi Sedang Rendah 
   

>500.000.000.000 300.000.000.000 s/d 550.000.000.000 <300.000.000.000 
    

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2017, 2018) 
 

Penentuan kategori kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan 

rumus sebagai berikut: 
  

KKD = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai 
 

 

Hal yang termasuk dalam Pendapatan Umum Daerah menurut (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, 2018) adalah 

sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan Asli Daerah 
 

2. Dana Bagi Hasil 
 

3. Dana Alokasi Umum 
 

Sedangkan yang termasuk dalam belanja pegawai adalah: 
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1. Belanja gaji dan tunjangan 
 

2. Tambahan penghasilan pegawai 
 

Kemampuan daerah ini merupakan salah satu bentuk kemandirian daerah 

dalam mewujudkan RPJM daerah yang ditinjau dari sisi pengelolaan anggaran, 

Sumber Daya Manusia (SDM), dan ekonomi lokal. Suatu daerah dapat dikatakan 

mandiri apabila anggaran yang direalisasikan telah mencapai kriteria suatu daerah. 

Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dari pendapatan dan belanja pada daerah 

tersebut. 

 
 

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota 
 

Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022   

  Dana 
Lain-Lain 

 
 

Pendapatan Perimbangan/ Pendapatan 
Tahun Pendapatan 

Asli Daerah Pendapatan Daerah  
yang Sah   

Transfer 
 

    
     

2011 115.351.808.000 407.226.914.000 108.615.835.000 631.194.557.000 

2012 148.387.666.000 485.128.119.000 98.988.004.000 732.503.789.000 
     

2013 174.959.121.000 539.661.454.000 129.063.402.000 843.683.977.000 
     

2014 258.467.192.310 570.490.506.000 167.956.867.360 996.914.565.670 
     

2015 276.845.601.830 571.878.592.830 218.021.321.350 1.066.745.516.010 

2016 295.257.670.780 702.120.023.660 165.637.347.500 1.163.015.041.940 
     

2017 359.024.019.506 699.677.068.681 157.503.597.436 1.216.204.685.623 
     

2018 362.342.290.539 688.216.741.617 173.208.324.688 1.223.767.356.844 
     

2019 330.946.584.148 709.268.996.970 196.692.221.743 1.236.907.802.861 

2020 343.755.662.641 696.546.681.477 153.217.482.990 1.193.519.827.108 
     

2021 344.401.029.350 860.294.504.597 39.409.328.056 1.244.104.862.003 
     

2022 363.287.028.056 837.021.450.210 12.082.537.867 1.212.391.016.133 
      
Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, pendapatan atau penerimaan pemerintah 

Kota Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi pendapatan 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi, 

perubahan kebijakan fiskal, fluktuasi dalam sektor ekonomi lokal, serta perubahan 

dalam tingkat pajak dan retribusi daerah. 
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Pada tahun anggaran 2020, kinerja anggaran pemerintah Kota Sukabumi 

mengalami penurunan sebab munculnya Corona Virus Daerah 2019 (Covid-19) 

pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan pendapatan pemerintah Kota Sukabumi 

mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, kinerja anggaran mengalami 

kenaikan kembali sebab terdapat proyeksi target pembangunan Tahun 2021, serta 

pada tahun 2022 merupakan tahun dimana pasca/pemulihan pembangunan akibat 

covid terjadi, sehingga pendapatan daerah dapat kembali membaik dibandingkan 

pada tahun anggaran sebelumnya. 
 

Namun apabila dilihat dalam kondisi keuangannya, pendapatan daerah 

pemerintah Kota Sukabumi ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kota 

Sukabumi merupakan salah satu kota yang pendapatannya didominasi oleh 

pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 84 Tahun 2022, 2023) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah nya 

sendiri. Hal tersebut terjadi karena Kota Sukabumi merupakan kota dengan 

ekonomi lokal terbatas, artinya bahwa Kota Sukabumi memiliki keterbatasan dalam 

hal sumber daya ekonomi yang dihasilkan di dalam wilayahnya sendiri. 
 

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi ini hanya berasal dari pendapatan 

pajak daerah pada bidang jasa, seperti perhotelan dan restoran. Kemudian pendapatan 

lain yang dimiliki kota Sukabumi adalah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah 

seperti pelayanan kebersihan, parkir dan tempat umum lainnya (Hidayat, 2023). Dari 

adanya keterbatasan potensi yang dimiliki Kota Sukabumi, sehingga keterbatasan 

potensi tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi. Dalam teori keagenan, ketika agen 

(pemerintah) memiliki keterbatasan dalam sumber daya atau potensi pendapatan, maka 

dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan principal (masyarakat) dalam pengelolaan anggaran. Keterbatasan sumber 

daya ini dapat membatasi fleksibilitas dalam alokasi anggaran dan keputusan 

pengelolaan dana publik. 
 

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Sukabumi berupa 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, 2020). Namun 
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jika dilihat dari laporan realisasi anggaran nya, Dana Alokasi Umum adalah dana 

transfer yang diterima dengan kategori tinggi. Dana Alokasi Umum merupakan 

dana yang berasal dari pendapatan APBN/pusat yang diberikan dengan maksud 

untuk menyelaraskan kapasitas finansial antar-Daerah dalam rangka mendukung 

pembiayaan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020, 

2020). Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk menjaga keadilan antara 

pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang beragam, sehingga 

daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan terbatas tetap dapat memenuhi 

kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan. 
 

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga mendapatkan dana transfer berupa 

Dana Bagi Hasil. Dana ini berasal dari pendapatan APBN/pusat yang diberikan kepada 

daerah-daerah berdasarkan persentase tertentu, yang bertujuan untuk membiayai 

keperluan daerah dalam kerangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020, 2020). Pendapatan transfer 

yang diterima dari dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022, 2023). 

Tujuan dari DBH adalah untuk memberikan pendapatan tambahan kepada pemerintah 

daerah sebagai bentuk kompensasi atau penghargaan atas pemanfaatan Sumber Daya 

Alam yang ada di daerah tersebut. 

 
 

Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Belanja Pegawai 

Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2022 
 

Tahun Belanja Pegawai Belanja Daerah Persentase 
30% Total 

Belanja APBD     
     

2011 364.939.251.000 619.143.878.000 58,94% 185.743.163.400 
     

2012 406.564.251.000 674.879.856.000 60,24% 202.463.956.800 
     

2013 451.891.999.000 837.454.351.000 53,96% 251.236.305.300 
     

2014 479.774.507.560 917.115.741.590 52,31% 275.134.722.477 
     

2015 514.593.902.580 1.057.842.417.760 48,65% 317.352.725.328 
     

2016 539.088.923.250 1.200.744.384.390 44,90% 360.223.315.317 
     

2017 469.627.158.071 1.160.219.417.015 40,48% 348.065.825.105 
     

2018 502.263.381.557 1.185.870.308.688 42,35% 355.761.092.606 
     

2019 539.665.226.347 1.308.065.325.737 41,26% 392.419.597.721 
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527.957.586.086 

 

1.202.030.934.576 

 

43,92% 

 

360.609.280.373 

 
2020     

         

2021 526.183.814.534  1.201.047.392.056  43,81%  360.314.217.617  
         

2022 551.485.949.939  1.251.736.198.234  44,06%  375.520.859.470  
          
Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, belanja atau pembiayaan pada Pemerintah 

Kota Sukabumi mengalami fluktuasi. Fluktuasi belanja daerah merujuk pada 

perubahan yang tidak stabil dalam jumlah atau pola pengeluaran oleh Pemerintah 

Daerah dari periode ke periode. Fluktuasi belanja daerah dapat terjadi karena 

berbagai faktor dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pada visi dan misi 

Kota Sukabumi, menetapkan kebijakan sebagai skala prioritas dalam hal 

Pendidikan, sosial, dan insfrastruktur Pemerintah Daerah. Namun pada tahun 

anggaran 2019, kinerja anggaran belanja daerah mengalami kenaikan, hal tersebut 

terjadi karena adanya dampak dari pandemic Covid 19 pada akhir tahun 2019 

kemudian pada tahun 2020 dan 2021 juga anggaran belanja daerah mengalami 

kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang sempat turun. Karena adanya 

dampak dari pandemic Covid-19 sehingga terdapat refocusing dan realokasi 

anggaran pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan terutama pada 

indikator makro ekonomi nasional untuk tahun 2020 dan proyeksi target 

pembangunan tahun 2021. 
 

Pada tahun 2021 juga, Pemerintah Kota Sukabumi menerima penghargaan 

dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Peringkat Kedua Pemerintah Daerah 

dengan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi tahun 2021. Penghargaan tersebut 

diserahkan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, 

kepada Wali Kota, Achmad Fahmi, di hotel Bidakara Jakarta, pada hari Kamis, 2 Juni 

2022 (Diskominfo: 2022). Selain itu juga, pemerintah Kota Sukabumi menerima 

kembali penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Terbaik I se–Indonesia dalam 

ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diserahkan oleh Menteri PPN / 

Kepala Bappena, Suharso Monoarfa, kepada Wali Kota, Achmad Fahmi, di Kantor 

Bappenas pada 14 Juni 2023. 
 

Namun jika dilihat dari kondisi keuangannya, Pemerintah Kota Sukabumi 

merupakan kota yang penyerapan anggarannya didominasi pada penyerapan 
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komposisi belanja barang dan jasa yang di dalam nya termuat belanja pegawai yang 

penyerapan nya masih termasuk dalam kategori tinggi yaitu di atas 30% dari total 

belanja APBD. Sebagaimana yang tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022, 2022) serta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 84 Tahun 2022, 2023) menjelaskan bahwa belanja pegawai seharusnya 

diserap sebanyak maksimal 30% dari total belanja APBD. Berikut trend Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Sukabumi: 
 
 

 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi 
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Gambar 1. 5 Trend Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi 
 
 
 

Dapat diketahui memang belanja pegawai pada Pemerintah Kota 

Sukabumi ini masih sangat mendominasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara 

pemangku kepentingan yang bertindak atas nama pemilik (Masyarakat). Ketika 

belanja pegawai mendominasi anggaran pada Pemerintah Kota Sukabumi, sektor 

lain seperti Pendidikan, kesahatan, dan social dalam Pemerintah Daerah dapat 

bersaing dalam mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar selanjutnya untuk 

kepentingan mereka. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi karena jumlah Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang ada pada pemerintah Kota Sukabumi masih sangat 

banyak. 
 

Dari hal tersebut juga berdampak pada kebutuhan formasi pegawai yang dapat 

mempengaruhi pengadan. Sehingga pada lima tahun terakhir ini tidak adanya 



 

 

10 
 
 

 

program CPNS baru. Hal ini didukung dengan prinsip teori keagenan, yaitu pentingnya 

bagi agen (pemerintah) untuk memilih dan menempatkan pegawai yang tepat pada 

posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat mengurangi potensi konflik 

kepentingan antara agen (pemerintah) dan principal (Masyarakat). 
 

Penyerapan barang dan jasa lainnya seperti yang sifat nya pemeliharaan 

itu seperti pemeliharaan gedung/bangunan, dan yang lainnya juga sangat 

mendominasi dibandingkan dengan penyerapan belanja modal yang sifat nya 

mendukung atau memberikan pengaruh terhadap pelayanan dan/atau peningkatan 

status seperti pembuatan jalan, pembuatan gedung, dan yang lainnya. Dalam teori 

keagenan, konflik kepentingan muncul ketika agen (pemerintah) dan principal 

(Masyarakat) memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda. Dominasi 

penyerapan anggaran untuk barang dan jasa yang termasuk belanja pegawai adalah 

kepentingan agen (pemerintah) dalam menjalankan operasional dan pelayanan 

kepada masyarakat. Pemerintah sebagai agen berusaha untuk memastikan 

kelancaran dan kualitas layanan publik yang ada dengan mengalokasikan dana 

untuk belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan biaya operasional yang 

terkait dengan tenaga kerja. Sementara itu, principal (masyarakat) memiliki 

kepentingan yang lebih luas dalam penggunaan dana public seperti dalam sektor 

Pendidikan, social, dan infrastruktur. 
 

Dengan demikian, konflik kepentingan antara agen (pemerintah) dan 

principal (masyarakat) dalam alokasi anggaran mencerminkan perbedaan fokus 

antara menjaga operasional dan pelayanan yang berjalan dengan baik (agen) dan 

memastikan penggunaan dana publik yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih 

besar dalam kepentingan publik (principal). 
 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dwitya Pratiwi, 2018) 

tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi 

Belanja Pegawai (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2011-2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap alokasi belanja pegawai. Namun, dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK), 

meskipun ada pengaruh positif, hasilnya tidak 
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mencapai tingkat signifikansi yang cukup untuk berpengaruh terhadap alokasi 

belanja pegawai. 
 

Selain itu juga, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah et 

al., 2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan 

Terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020, yang menyatakan 

bahwa secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai. Secara individual, 

Pendapatan Asli Daerah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Pegawai di Kota Bogor pada periode 2016-2020, demikian pula dengan dana 

perimbangan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pegawai 

di kota Bogor dalam rentang waktu yang sama. 
 

Berdasarkan konteks persoalan dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, 
 

dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai” yang dilaksanakan pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi 

karena sebagai eksekutor perencanaan pendapatan dan belanja daerah pemerintah 

Kota Sukabumi, yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangannya. 

Sehingga mampu mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada 

pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sebagai wujud transparansi pengelolaan dana publik oleh 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pegawai? 
 

2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Pegawai? 
 

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai? 
 

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi 

Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai? 
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1.3. Batasan Masalah 
 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini mencakup pengamatan pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada 

Pemerintah Kota Sukabumi dalam kerangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) selama 12 (dua belas) periode anggaran, mulai dari tahun 

2011-2022. 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwa sasaran dalam penelitian ini 
 

ialah: 
 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Pegawai? 
 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pegawai? 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 

Pegawai? 
 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai? 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
 

Adapun  manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah,  sebagai 
 

berikut: 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan utilitas terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan sebagai wujud dari sumber teks ataupun rujukan untuk 

penggunannya khususnya kepada pihak-pihak yang hendak melaksanakan riset 

yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
 

2. Manfaat Praktisi 

a.  Bagi Penulis 
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Guna mengembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan 

dalam bidang akuntansi sektor publik yang terfokus pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
 

b. Bagi Pemerintah Daerah 
 

Diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai bahan rujukan guna 

mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi 

dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sebagai sesuatu keberhasilan serta terwujudnya otonomi daerah. 
 

c. Bagi Masyarakat 
 

Diharapkan dapat membagikan data yang bernilai kepada publik mengenai 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kota Sukabumi dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai 

wujud akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana publik oleh 

pemerintah daerah. 

 
 

1.6. Sistematika Penulisan 
 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan hal yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 
 

BAB I : Pendahuluan 
 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan formulasi 
 

permasalahan batas permasalahan tujuan serta faedah riset dan 
 

sistematika penyusunan. 
 

BAB II : Tinjauan Pustaka 
 

Bab ini berisikan mengenai teori-teori penunjang, riset terpaut serta 
 

kerangka pemikiran. 
 

BAB III : Metodologi Penelitian 
 

Bab ini berisikan mengenai tahapan riset tempat serta waktu riset 
 

subjek  serta  objek  riset  metode  pengumpulan  informasi  serta 
 

metodologi riset yang digunakan. 
 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 



 

 

14 
 
 
 
 
 
 

 

BAB V 

 
 

 

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian serta ulasan yang telah 
 

dilaksanakan. 
 

: Penutup 
 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian serta masukan 
 

yang diharapkan. 



 

 

 

 

BAB V 
 

SIMPULAN 
 
 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai 

dalam studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam rentang waktu 

Tahun Anggaran 2011-2022. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 
 

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai 

karena Kota Sukabumi merupakan kota dengan ekonomi lokal terbatas, 

artinya bahwa Kota Sukabumi memiliki keterbatasan dalam hal sumber 

daya ekonomi yang dihasilkan di dalam wilayahnya sendiri. 
 

2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai karena 

Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kebijakan sesuai dengan visi dan misi 

nya bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memiliki skala prioritas untuk 

meningkatkan kualitas Masyarakat dengan Pendidikan, Pembangunan 

infrastruktur, dan Kesehatan. Sehingga Dana Bagi Hasil ini tidak 

dialokasikan terhadap anggaran belanja pegawai. 
 

3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai karena 

besaran Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kota 

Sukabumi dapat mempengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan 

termasuk belanja pegawai. 
 

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Karena ketika 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum 

dijumlahkan, maka total sumber daya keuangan yang tersedia pada Pemerintah 

Kota Sukabumi juga meningkat. Sehingga dapat merealisasikan alokasi 

anggaran operasional daerah seperti Belanja Pegawai. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini 

telah dilaksanakan dengan maksimalitas usaha dan komitmen untuk memahami 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Namun, seperti halnya setiap 

penelitian, terdapat beberapa batasan yang perlu diakui: 
 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber pada LRA dari 

laporan keuangan pemerintah daerah yang lainnya, seperti Laporan 

Pelaksanaan Anggaran (Basis Kas) berupa Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 

Operasional, dll. 
 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada variabel yang diteliti berdasarkan 

tingkat kemampuan keuangan daerah. 
 

3. Penelitian ini dilakukan di satu pemerintah daerah tertentu, dan hasilnya 

mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks pemerintah daerah 

lain yang memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. 
 

4. Keterbatasan teori yang diterapkan. Teori-teori tersebut mungkin memiliki 

keterbatasan dalam menjelaskan semua aspek yang relevan dalam hubungan 

antara variabel-variabel yang diteliti. 

 
 

5.3 Saran 
 

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa 

rekomendasi yang dapat diajukan dalam konteks hasil penelitian ini: 
 

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan penelitian 

dengan pendekatan yang lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor-

faktor tambahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih terperinci 

terhadap Belanja Pegawai. 
 

2. Bagi Pemerintah Daerah: 
 

a. Pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, diharapkan dapat 

memperhatikan sumber-sumber pendapatan dan mengelolanya 

secara efektif sehingga dapat membantu memperkuat ketahanan 

keuangan daerah. 
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b. Kebijakan anggaran yang berkelanjutan, diharapkan dapat 

mempertimbangkan kebijakan yang mendukung alokasi dana secara 

bijaksana dan optimal sesuai dengan kebutuhan sumber daya 

manusia dan pelayanan publik yang diberikan. 
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